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                Lampiran 6. Materi Pembelajaran
   SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
   A. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
   1. Sistem Hukum Internasional
     a. 
       Pengertian Sistem Hukum Internasional
   Sistem Hukum Internasional adalah adalah kesatuan dari keseluruhan
   kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
   batas-batas negara antara:
     1. 
       Negarara dengan negara, dan
     2. 
       Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum
       bukan negara satu sama lain.
   Yang di maksud dengan Hukum Internasional dalam pembatasan ini adalah”
   Hukum Internasional Publik” yang harus dibedakam dengan Hukum Perdata
   Internasional. Jadi, Hukum Internasional secara singkat disebut “Hukum
   Internasional Publik”. Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan
   kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau
   persoalan yang melintasi batas-batas negara/ Hubungan Internasional
   yang bukan bersifat perdata. Sedangkan, Hukum Perdata Internasional
   adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur
   hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan perkataan
   lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku
   hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berlainan.
     b. 
       Sumber-Sumber Formal Hukum Internasional
   Sumber-sumber formal hukum internasional adalah sumber-sumber yang
   dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan
   masalah-masalah hubungan internasional yang tercantum dalam Piagam
   Mahkamah Internasional Pasal 38 dalam 4 butir berikut.
     1. 
       Perjanjian-perjanjian Internasional
     2. 
       Kebiasaan-kebiasaan Internasional
     3. 
       Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang telah diterima
       sebagai hukum
     4. 
       Keputusan Pengadilan dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang paling
       terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam
       menetapkan kaidah-kaidah hukum.
   Sumber hukum sebagaimana tertulis dalam butir 1,2, dan 3 tersebut di
   atas merupakan sumber hukum utama atau primer dalam Hukum
   Internasional. Sedangkan, butir ke-4 adalah sumber hukum tambahan atau
   subsider.
     c. 
       Subjek Hukum Internasional
   Subjek hukum Internasional adalah badan atau pribadi yang dapat
   menjadi pihak dalam Hukum Internasional yaitu.
     1. 
       Negara yang merdeka dan berdaulat,
     2. 
       Gabungan atau perserikatan negara-negara,
     3. 
       Organisasi internasional seperti PBB yang bertindak dengan
       perantaraan Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial
       , dan Mahkamah Internasional,
     4. 
       Tahta suci, yaitu Gereja Katholik Rhoma yang diwakili Paus, dan
     5. 
       Manusia sebagai pribadi.
     d. 
       Asas-asas Hukum Internasional
   Asas-asas Hukum Internasional adalah prinsip-prinsip pokok yang
   terkandung dalam Hukum Internasional. Berlakunya Hukum Internasional
   memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
     1. 
       Asas Teritorial
   Asas Teritorial bersifat nasional, yaitu didasarkan pada kekuasaan
   negara atas daerahnya. Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan
   semua barang yang ada di wilayahnya.
     2. 
       Asas Kebangsaan
   Asas ini merupakan asas kekuasaan negara terhadap warga negaranya.
   Setiap warga negara, di mana saja berada, tetap mendapat perlakuan
   hukum dari negaranya. Jadi, asas kebangsaan bersifat extraterritorial.
     3. 
       Asas Kepentingan umum
   Asas ini merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk
   melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.
   2.Peradilan Internasional
   Peradilan Internasional merupakan proses penyelesaian hukum pertikaian
   internasional secara adil menurut hukum yaitu melalui kesepakatan
   maupun perjanjian tertentu.
   Peradilan Sengketa Internasional dapat dilakukan melalui arbitrase
   internasional dan pengadilan internasional.
     a. 
       Arbitrase Internasional
   Adalah penyelesaian konflik internasional dengan cara penunjukan
   arbitrator/wasit oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus
   memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.
     b. 
       Pengadilan Internasional
   Merupakan proses penyelesaian hukum atas sengketa atau konflik
   internasional secara formal/ acara peradilan.
   B. Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh Mahkamah
   Internasional
     1. 
       Sebab Timbulnya Sengketa Internasional
   Sebab timbulnya konflik internasional dapat dikelompokan ke dalam
   masalah regional dan masalah internasional.
     a. 
       Masalah Regional
     1. 
       Masalah Agresi Belanda I dan II karena Belanda ingin berkuasa lagi
       di Indonesia
     2. 
       Penyanderaan penyidik dari Indonesia, Belanda, dan Inggris oleh
       GPK di pedalaman Irian Jaya karena ingin memisahkan diri dari
       Negara Kesatuan RI
     3. 
       Masalah pembentukan Negara Federasi Malaysia karena Indonesia dan
       Filiphina khawatir terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyatnya
     4. 
       Kudeta di Pakistan oleh Jenderal Zia Ul Haq terhadap Presiden Ali
       Bhutto
     5. 
       Perebutan atas pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan
       Malaysia
     6. 
       Perjuangan Corazon Aquino menentang Pemerintahan Marcos karena
       kekuasaan rakyat/people power
     b. 
       Masalah Internasional
     1. 
       Konflik Teluk Persia
     2. 
       Konflik Irak-Kuwait
     3. 
       Perjuangan rakyat Afrika Selatan
     4. 
       Konflik di bekas Negara Federasi Yugoslavia
     2. 
       Cara Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah
       Internasional
     a. 
       Kompetensi Mahkamah Internasional
   Kompetensi Mahkamah Internasional tercakup dalam kekuasaan pengadilan
   internasional dalam Pasal 2,3,4,dan 5 Statuta Mahkamah Internasional
   ditentukan sebagai berikut:
     1. 
       Pasal 2
   Pengadilan Internasional berkuasa untuk menuntut orang-orang yang
   melakukan Pelanggaran berat Konvensi Jenewa .
     2. 
       Pasal 3
   Pengadilan Internasional memiliki kekuasaan untuk menuntut orang-orang
   yang melanggar hukum atau kebiasaan perang.
     3. 
       Pasal 4
   Pasal ini meliputi 3 ayat:
   Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3.
     4. 
       Pasal 5
   Pengadilan Internasional berkuasa untuk menuntut orang-orang yang
   bertanggung jawab atas kejahatan .
     b. 
       Cara Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah
       Internasional
   Cara penyelesaian sengketa internasional secara umum mengikuti jenis
   perselisihan itu sendiri. Perselisihan Internasional dapat dibagi atas
   2 macam , yaitu perselisihan hukum dan perselisihan politik.
   Penyelesaian sengketa atau konflik internasional dalam Hukum
   Internasional ada enam macam sebagai berikut:
     1. 
       Perundingan
     2. 
       Pengadilan
     3. 
       Arbitrase
     4. 
       Jasa-jasa baik
     5. 
       Perantaraan
     6. 
       Rukun
   Adapun peranan dan cara Mahkamah Internasional dalam penyelesaian
   sengketa internasional tercakup dalam wewenang mahkamah. Ada tiga
   wewenang mahkamah yaitu:
     1. 
       Wewenang Ratione Personae
     2. 
       Wewenang Ratione Materiae
     3. 
       Wewenang Wajib / Compulsory Jurisdiction
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